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TEITTANG

PEMBENTUKAN TIM PEIIGAMANAN PIMPITIAII DAERAH
I{ABUPATEilI HALMAHERA BARAT

TAIIUIT 242,3

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahrva dalam rangka mendukung aktjfitas dan pelayana*
kepada masyarakat serta kenyamanan dalam beraktifitas
khususnya terhadap Pirnpinan Daerah di Kabupaten
Halmahera Barat agar dapat terhindar dari gangguan eksternai
maupun internal oieh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab, maka perlu dibentuk Tim Pengamanan

Mengingat : 1.

t.erhadap Pimpinan Daerah dimaksud;
1-^l-,.,^ ^-^*^1,^ .,^-^ l:+.,^:.,1, l^1^-- r/^^-- r.,^^- :.^: A:^*-*^^Uilt l!,l al IrlUl Urid \ a1IIB LrlLU.IrJ LIII Liialiaili r\t.Pt-l t trbaII 1It-i, iiii:tiiBBirip
mampu dan memenuft sya.at dalam pelaksanaan tugas *.ioi.,,
Pengamanan Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
bah'*,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Pengamanan Pimpinan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2A23;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1q58 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor '23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat iI Daiam
Wilayah Daerah Sr,vatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
unciang;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maltiku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-undang Nomor 6'lahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 20tJ3 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera {Jtara, Kabupaten Haimahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Flalmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

5. ijnclang-unrlarrg Fit;rnor 23 Tairun 2Ai4 ientairg Femeriniairan
Daerah;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HuLrungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A
tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keualgan Daerah;
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l0.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2O2I tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5
Tahun 2A22 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2023;

l2.Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 20 Tahun '202I
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah;

l3.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 242'2
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran'2023;

Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 8411577 12023 perihal
Permohonan Penerbitan SK KDH.

IVIEMUTI'SKAIT:

Membentuk Tim Pengamanan Pimpinan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerair.

Segala bra)za .vang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Kabupaten Haknahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal riitetapkan.

PtrJABAT PARAIT

Sekretaris Daerah i{/
Ass. Bid. Adm. Umum ,W
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan

I

Kehao Hrrkrrm &. Orss"'D' tl;
YTembusa* disampaikan Kepada I

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. lnspektur lnspektorat Katr. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolc.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksa:rakarr sebagarmana mestlnya.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : a Januan 2Q'.l3

uul'41'l tlALlvll\-bi BARAT,
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LAMPIRAN

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : a3'B/KPTS/ t 12a23
TANGGAL :tJA^JlrArLt 2423

DAF"IAR NAMA-NAMA TIM PtrNGAIVIANAI\ PifuiPii.(fu\ DAERAI{
KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT TAHUN 2O23

NO NAIIIA KEDUDUKAIT DALAIYI TIM BISAR
HONORARIUM
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AMAT R (PROVOOST)

YULIANUS BAHtrO

RAJAK HAMII)

JBFRY WANGtrLOBY

KOORDINATOR

RUANG BUPATI

RUANG WAKII- BUPATI

RUANG SBKRtrTARIS DAERAH

1.500.000

1.500.000

1.500.o00

1.500.000

BARAT,
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Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag Limtirn, Perencanaart &

Kabag. Hukum & Orgs


